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2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4286);

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 19,64 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 47 PRPTahun1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara­
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan­
Tenggara (Lembaran Negara Tahun1964 Nomor 7)
menjadiUndang-undang;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
seperti dimaksud pada huruf a tersebut di atas
adalah merupakan DokumenPerencanaan yang akan
dipedomani dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah Kabupaten KonaweKepulauan pada tahun
anggaran 2016;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe
Kepulauan.

PERATURAN BUPATl KONAWE KEPULAUAN
NOMOR:/t? . ·';TAHUN2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

TAHUN 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
a. bahwa untuk mengimplementasikanUndang-undang

Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional terhadap proses
penyelenggaraan perencanaan di daerah, Pemerintah
Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja
Pemerintah daerah (RKPD)sebagai rencana tahunan
daerah;

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVlNSI SULAWESI TENGGARA

\

Mengingat

Menimbang



9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 10
Tahun 2014 ten tang Perubaban atas Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 3 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerab sebagaimana telah dirubab beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubaban Kedua
atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Penetapan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014
tentang Perubaban Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tarnbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintab Pusat dan
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di
Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara RI
Tahun 2013, Nomor 84 Tarnbaban Lembaran Negara
RI Nomor 5415);



Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah daerah, adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah-an
Daerah;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe
Kepulauan;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Konawe periode 5 (lima) tahun terhitung tahun 2013-
2018;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen
perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupeten Konawe untuk periode 5 (lima)
tahun;

Pasall

PERATURANBUPATI KONAWEKEPULAUANTENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATENKONAWEKEPULAUANTAHUN2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN

10. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 11
Tahun 2014 ten tang tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 4
Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah
Tahun 2014 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 12
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 5 Tahun 2013
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014
Nomor 12).

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe
Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 10);

------ --- --



BABV
PEMBANGUNANDAERAH2016
PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN
2016

BABVI KAIDAHPELAKSANAAN
BABVII PENUTUP

SASARANDANPRIORITASBABIV

DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

EKONOMIKERANGKABABIII RANCANGAN

(1)RKPD dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Konawe Tahun
2013-2018 yang memuat program prioritas, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun melalui dukungan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara serta dukungan Pemerintah Pusat
maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat;

(2)RKPD merupakan acuan dalam penyusunan
Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)Kabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2016;

(3)RKPDdisusun dengan sistematika;
BABI PENDAHULUAN
BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAANRKPD

TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

Pasa13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan dalamjangka 1 (satu) tahun.

Pasa12

7. Rencana pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD_), adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah Konawe Kepulauan untuk
periode 1 (satu) tahun;

8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),
adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu_)tahun.



H.. CECEP TRISNAJAYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUANTAHUN 2015 NOMOR t».«:

2015

2
.,

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

PawS

(2)SKPD dalam merencanakan program dan kegiatannya
harus mengacu kepada dokumen RKPDKabupaten
Konawe Kepulauan Tahun 2016 yang dituangkan
dalam Rencana KerjaSKPD.

Pasa14
(1)Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

berkewajibanmelaksanakan RKPDTahun 2016;

(4)Uraian secara rind RKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) pasal ini dimuat dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.
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